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Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor
ekonomi global yang strategis seiring meningkatnya populasi
Muslim dunia, kesadaran konsumen terhadap produk yang
aman, etis, dan berkelanjutan, serta integrasi nilai-nilai syariah
dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam konteks tersebut,
ekonomi syariah berperan sebagai kerangka konseptual yang
tidak hanya mengatur aspek kehalalan produk, tetapi juga
menekankan nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan
keberlanjutan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep ekosistem
industri halal dalam perspektif ekonomi syariah, menganalisis
hasil-hasil temuan teoritis terkait faktor penguat dan
penghambat pengembangan ekosistem industri halal nasional,
serta membahas strategi penguatan ekosistem industri halal
Indonesia secara berkelanjutan dan berdaya saing global. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
deskriptif melalui studi pustaka (library research) dengan
memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel
jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan nasional seperti Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dan Masterplan Industri
Halal Nasional 2023-2029. Hasil kajian menunjukkan bahwa
ekosistem industri halal merupakan sistem terintegrasi yang
mencakup sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi halal,
pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan konsumen,
dengan dukungan implementasi Halal Value Chain dari hulu
hingga hilir. Faktor-faktor penguat ekosistem industri halal
meliputi dukungan kebijakan pemerintah, penguatan regulasi
dan sertifikasi halal, digitalisasi rantai pasok, serta kolaborasi
lintas sektor, sedangkan faktor penghambat utama meliputi
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rendahnya literasi halal, keterbatasan sumber daya manusia,
lemahnya integrasi rantai pasok, ketergantungan bahan baku
impor, serta belum optimalnya koordinasi kebijakan lintas
lembaga. Pembahasan menunjukkan bahwa penguatan
ekosistem industri halal harus dilakukan secara komprehensif
melalui integrasi kebijakan, pengembangan klaster industri halal,
peningkatan literasi dan edukasi halal, penguatan pembiayaan
syariah, serta pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan
prinsip ekonomi syariah. Dari perspektif maqashid syariah,
pengembangan industri halal tidak hanya berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian
kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan
demikian, penguatan ekosistem industri halal nasional
diharapkan mampu mendorong Indonesia menjadi pusat
industri halal dunia yang kompetitif, berintegritas, dan
berlandaskan nilai-nilai ekonomi syariah.

Copyright © 2026 Authors
This is an open access article under CC-BY 4.0 license

Pendahuluan

Perkembangan industri halal global dalam dua dekade terakhir menunjukkan tren
pertumbuhan yang sangat signifikan dan menjadikannya salah satu sektor ekonomi paling
dinamis di dunia. Industri halal tidak lagi dipahami semata sebagai kebutuhan religius
umat Islam, tetapi telah berkembang menjadi fenomena ekonomi global yang mencakup
berbagai sektor strategis, seperti makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, fesyen Muslim,
pariwisata halal, keuangan syariah, logistik, hingga media dan ekonomi kreatif.
Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, kesadaran konsumen
terhadap produk yang aman, berkualitas, dan etis, serta meningkatnya permintaan
terhadap produk yang menjunjung nilai keberlanjutan dan tanggung jawab social (Izzuddin
& Adinugraha, 2022). Sejalan dengan hal tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai kerangka
konseptual yang tidak hanya mengatur aspek legal-formal kehalalan produk, tetapi juga
menekankan dimensi etika, moral, dan spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi. Ekonomi
syariah berlandaskan prinsip tauhid, keadilan (‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta
larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi syariah relevan
sebagai fondasi teoritis dalam pengembangan industri halal, karena mampu
mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan nilai kesejahteraan sosial dan
keberlanjutan. Dengan demikian, industri halal dalam perspektif ekonomi syariah tidak
hanya berorientasi pada keuntungan (profit oriented), tetapi juga pada pencapaian falah
dan magqashid syariah (Kamiliyah et al., 2024).

Dalam konteks teori ekonomi modern, khususnya teori pertumbuhan ekonomi,
industri halal dapat diposisikan sebagai sektor unggulan yang berpotensi memberikan
kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Implementasi
industri halal yang kuat, terutama pada sektor makanan dan minuman, terbukti mampu
meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta mendorong perdagangan

37


https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

internasional (Harati & Farzaneh, 2024). Namun demikian, keberhasilan industri halal tidak
dapat dilepaskan dari keberadaan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan
bahan baku halal, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Konsep Halal Value Chain
(HVC) dan Halal Ecosystem Framework menjadi pendekatan strategis untuk memastikan
bahwa nilai-nilai kehalalan terjaga secara menyeluruh dan berkelanjutan di setiap tahapan
rantai pasok (Ayu Citra et al., 2025). Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim
terbesar di dunia memiliki potensi strategis untuk menjadi pusat industri halal global.
Dukungan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta komitmen
pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), dan
Masterplan Industri Halal Nasional 2023-2029 menjadi modal penting dalam
pengembangan ekosistem halal nasional. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan
pemerintah dalam memperkuat rantai nilai halal, meningkatkan daya saing UMKM halal,
serta mendorong integrasi industri halal dengan keuangan syariah dan inovasi teknologi
(Adi et al., 2025).

Namun demikian, pengembangan industri halal di Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan struktural dan kelembagaan. Permasalahan seperti lemahnya integrasi
rantai pasok halal, ketergantungan terhadap bahan baku impor, keterbatasan sumber daya
manusia yang kompeten, biaya sertifikasi yang relatif tinggi, serta belum optimalnya
koordinasi lintas sektor menjadi hambatan dalam mewujudkan ekosistem halal yang kuat
dan berdaya saing global. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi besar yang dimiliki
Indonesia belum sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif di pasar halal
internasional (Eka Budiyanti, 2025). Perkembangan industri halal dalam dua dekade
terakhir menunjukkan tren yang semakin signifikan dan strategis dalam perekonomian
global. Industri halal tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pemenuhan kebutuhan
konsumsi umat Muslim semata, melainkan telah berkembang menjadi sistem industri
modern yang menjunjung tinggi standar kualitas, keamanan, etika, dan keberlanjutan.
Produk dan jasa halal kini menjadi bagian dari gaya hidup global (global lifestyle), yang
diminati tidak hanya oleh konsumen Muslim, tetapi juga oleh konsumen non-Muslim
karena jaminan mutu, higienitas, dan nilai-nilai etis yang melekat di dalamnya. Fenomena
ini menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan
tercepat di dunia.

Industri halal mencakup berbagai sektor strategis, antara lain makanan dan minuman
halal, farmasi, kosmetik, fesyen Muslim, pariwisata halal, serta keuangan syariah sebagai
sektor pendukung utama. Keterpaduan sektor-sektor tersebut membentuk suatu ekosistem
industri halal yang saling terkait dan saling menguatkan. Dalam konteks ini, penguatan
ekosistem industri halal menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing
nasional, memperluas akses pasar global, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanjutan. Negara-negara yang mampu membangun ekosistem halal
secara terintegrasi memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai nilai
halal global. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia,
memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal nasional. Potensi
tersebut tercermin dari tingginya permintaan domestik terhadap produk halal, ketersediaan
sumber daya alam yang melimpah, serta posisi strategis Indonesia dalam perdagangan
internasional. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan
keuangan syariah menjadi modal penting dalam mendorong penguatan industri halal.
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Berbagai kebijakan dan program nasional telah diarahkan untuk menjadikan Indonesia
sebagai pusat industri halal dunia. Namun demikian, potensi besar tersebut belum
sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif yang optimal.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri halal nasional adalah
belum terbangunnya ekosistem halal yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Ekosistem
industri halal tidak hanya berkaitan dengan proses produksi dan sertifikasi halal, tetapi juga
mencakup aspek hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku halal, proses
produksi yang sesuai standar, distribusi, pemasaran, hingga dukungan pembiayaan dan
regulasi. Fragmentasi antar pelaku industri, keterbatasan akses pembiayaan syariah, serta
kurangnya literasi halal di kalangan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), menjadi kendala struktural yang masih sering dijumpai. Dalam
konteks tersebut, ekonomi syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat
ekosistem industri halal nasional. Ekonomi syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem
keuangan alternatif, tetapi juga sebagai kerangka nilai dan prinsip yang mengatur aktivitas
ekonomi secara menyeluruh. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan (‘adl),
kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan keberlanjutan (istidamah), sejalan
dengan tujuan pengembangan industri halal yang berorientasi pada nilai etis dan sosial.
Dengan demikian, integrasi ekonomi syariah dalam industri halal tidak hanya memperkuat
aspek kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing
industri.

Lebih lanjut, penguatan ekosistem industri halal berbasis ekonomi syariah menuntut
adanya sinergi antara sektor riil dan sektor keuangan syariah. Industri halal sebagai bagian
dari sektor riil memerlukan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah,
seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Namun, dalam praktiknya,
keterkaitan antara industri halal dan lembaga keuangan syariah masih belum optimal.
Banyak pelaku industri halal, khususnya UMKM, yang masih mengandalkan pembiayaan
konvensional atau modal sendiri karena keterbatasan akses dan pemahaman terhadap
produk keuangan syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu
dijembatani melalui kebijakan dan strategi penguatan ekosistem.nSelain aspek
pembiayaan, penguatan ekosistem industri halal juga membutuhkan dukungan regulasi
yang konsisten, infrastruktur sertifikasi yang efisien, serta pengembangan sumber daya
manusia yang kompeten di bidang halal. Sertifikasi halal merupakan elemen kunci dalam
industri halal karena menjadi jaminan kepercayaan konsumen. Namun, proses sertifikasi
yang kompleks, biaya yang relatif tinggi, serta keterbatasan pendampingan teknis sering
kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penguatan ekosistem
industri halal berbasis ekonomi syariah harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan
syariah, lembaga sertifikasi, serta institusi pendidikan dan penelitian.

Dari sisi akademik, kajian mengenai industri halal dan ekonomi syariah telah
mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun, sebagian besar penelitian masih
berfokus pada aspek sektoral atau parsial, seperti preferensi konsumen, sertifikasi halal,
atau kinerja keuangan industri halal. Kajian yang membahas penguatan ekosistem industri
halal secara komprehensif dengan perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas.
Padahal, pendekatan ekosistem sangat penting untuk memahami kompleksitas hubungan
antar aktor dan faktor yang memengaruhi keberhasilan pengembangan industri halal
nasional. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ekonomi syariah, industri halal,
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ekosistem halal, serta peran kebijakan dan lembaga kunci diperlukan untuk merumuskan
strategi penguatan ekosistem industri halal nasional secara berkelanjutan (Minda Agustina
et al., 2025). Kajian teoritis ini diharapkan mampu memberikan landasan konseptual dalam
membangun industri halal yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga selaras
dengan nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan sebagaimana tujuan utama ekonomi
syariah. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal Indonesia dapat menjadi
instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadikan
Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang berintegritas dan berdaya saing
global(Judijanto et al., 2025)..

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini menjadi relevan dan penting untuk
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi penguatan
ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi syariah melalui pendekatan kajian
pustaka. Dengan menelaah berbagai literatur ilmiah, kebijakan, dan hasil penelitian
terdahulu, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif
mengenai konsep, tantangan, dan peluang penguatan industri halal nasional. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan
teori ekonomi syariah serta rekomendasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi
pengembangan industri halal yang berkelanjutan di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk
memahami, menelaah, dan menganalisis secara mendalam konsep ekosistem industri halal
dalam perspektif ekonomi syariah serta merumuskan strategi penguatan ekosistem industri
halal nasional yang berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak
bertujuan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan kuantitatif antarvariabel,
melainkan untuk menggali makna, konsep, prinsip, dan kerangka pemikiran yang
berkembang dalam literatur akademik dan dokumen kebijakan terkait industri halal dan
ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library
research), yang men empatkan sumber-sumber tertulis sebagai basis utama dalam proses
pengumpulan dan analisis data. Melalui metode ini, peneliti melakukan penelusuran,
pengumpulan, dan penelaahan secara sistematis terhadap berbagai literatur yang relevan,
baik berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi
lembaga pemerintah, maupun dokumen kebijakan strategis yang berkaitan dengan
pengembangan industri halal di Indonesia. Dokumen kebijakan yang menjadi rujukan
utama antara lain Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, serta Masterplan Industri Halal
Nasional 2023-2029, yang secara substansial mengatur arah dan strategi penguatan
ekosistem industri halal nasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang
diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan
sebelumnya. Data tersebut mencakup pemikiran konseptual mengenai ekonomi syariah
dan maqashid syariah, kajian empiris terkait industri halal dan halal value chain, serta
analisis kebijakan yang mendukung pengembangan ekosistem halal. Seluruh data
dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan telaah literatur dengan cara membaca,
mencatat, mengelompokkan, serta menafsirkan isi literatur sesuai dengan fokus dan tujuan
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penelitian. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content
analysis), yaitu teknik analisis kualitatif yang menekankan pada penafsiran makna dan
substansi isi teks secara sistematis dan objektif. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji isi
literatur untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang berkaitan dengan ekosistem
industri halal, prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta peran halal value chain dalam
memperkuat daya saing industri halal nasional. Selanjutnya, data dianalisis dengan cara
mengklasifikasikan berbagai temuan ke dalam kategori tematik, seperti faktor penguat,
faktor penghambat, dan strategi pengembangan ekosistem industri halal, kemudian
dikaitkan dengan kerangka teori ekonomi syariah dan tujuan maqashid syariah.

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan
triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi yang
diperoleh dari berbagai jenis literatur dan dokumen kebijakan yang berbeda. Langkah ini
dilakukan guna memastikan konsistensi, akurasi, dan relevansi data yang digunakan,
sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual dan
kerangka teoritis pengembangan industri halal. Dengan pendekatan metodologis tersebut,
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sistematis,
dan mendalam mengenai strategi penguatan ekosistem industri halal nasional dalam
perspektif ekonomi syariah

Hasil dan Pembahasan
Penguatan Ekosistem Industri Halal Nasional Berbasis Ekonomi Syariah

ekosistem industri halal nasional merupakan agenda strategis dalam upaya
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.
Ekosistem industri halal tidak hanya mencakup proses produksi barang dan jasa yang
memenuhi standar kehalalan, tetapi juga melibatkan keterpaduan berbagai aktor, institusi,
regulasi, dan nilai yang saling terhubung dalam suatu sistem yang utuh. Dalam konteks ini,
ekonomi syariah menjadi fondasi konseptual dan operasional yang relevan karena
menawarkan prinsip-prinsip ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan
keberlanjutan. Secara konseptual, ekosistem industri halal terdiri atas beberapa komponen
utama, yaitu pelaku usaha, rantai pasok halal, sistem sertifikasi dan standardisasi,
dukungan pembiayaan, regulasi pemerintah, serta pasar dan konsumen. Pelaku usaha,
khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan tulang punggung
industri halal nasional. Namun, banyak UMKM halal yang masih menghadapi keterbatasan
dalam akses modal, teknologi, dan informasi pasar. Oleh karena itu, penguatan ekosistem
industri halal harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui
pendampingan, pelatihan, dan integrasi ke dalam rantai nilai halal yang lebih luas.

Dari perspektif ekonomi syariah, penguatan industri halal tidak dapat dipisahkan
dari prinsip halal dan thayyib yang menekankan aspek kehalalan, kualitas, dan
kebermanfaatan produk. Prinsip ini menuntut adanya jaminan bahwa seluruh proses
produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi, bebas dari unsur yang dilarang syariah
serta dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, ekonomi syariah
tidak hanya berperan dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance), tetapijuga
dalam membangun tata kelola industri yang transparan dan berkeadilan. Salah satu pilar
penting dalam penguatan ekosistem industri halal nasional adalah integrasi antara sektor
riil dan sektor keuangan syariah. Industri halal sebagai bagian dari sektor riil membutuhkan
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dukungan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad bagi hasil
(mudharabah dan musyarakah), jual beli (murabahah), serta sewa (ijarah). Namun, realitas
menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku industri halal
masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan syariah,
keterbatasan produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta persepsi
bahwa pembiayaan syariah memiliki prosedur yang lebih kompleks. Oleh karena itu,
penguatan ekosistem industri halal harus disertai dengan upaya peningkatan inklusi dan
literasi keuangan syariah.

Selain pembiayaan, sistem sertifikasi halal merupakan elemen krusial dalam
membangun kepercayaan konsumen dan daya saing produk halal nasional. Sertifikasi halal
berfungsi sebagai instrumen jaminan mutu dan kepatuhan syariah yang diakui secara
formal. Namun, proses sertifikasi yang memerlukan biaya, waktu, dan pemahaman teknis
sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil. Dalam perspektif ekonomi syariah,
negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator untuk memastikan bahwa
proses sertifikasi halal dapat diakses secara adil dan efisien oleh seluruh pelaku usaha.
Penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, serta pemberian insentif bagi UMKM halal
merupakan langkah-langkah yang dapat memperkuat ekosistem industri halal secara
sistemik. Penguatan ekosistem industri halal nasional juga membutuhkan dukungan
regulasi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Regulasi yang jelas dan harmonis
antar sektor akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri halal, baik di tingkat
nasional maupun internasional. Dalam kerangka ekonomi syariah, regulasi tidak hanya
berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, kebijakan pengembangan
industri halal harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan lembaga keuangan syariah.

Di samping aspek regulasi dan pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia
(SDM) menjadi faktor kunci dalam penguatan ekosistem industri halal. SDM yang
kompeten dan memiliki pemahaman tentang prinsip halal dan ekonomi syariah akan
meningkatkan kualitas produksi, inovasi, dan daya saing industri. Peran institusi
pendidikan dan penelitian sangat penting dalam mencetak SDM halal yang profesional,
serta dalam menghasilkan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan industri halal
nasional. Sinergi antara dunia akademik dan dunia usaha perlu diperkuat agar hasil
penelitian dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik industri. Selanjutnya,
penguatan ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi syariah juga berkaitan erat
dengan upaya peningkatan daya saing global. Dalam era globalisasi, produk halal nasional
harus mampu bersaing dengan produk dari negara lain yang telah lebih dahulu
mengembangkan industri halal secara terintegrasi. Hal ini menuntut adanya strategi
pemasaran yang efektif, peningkatan kualitas produk, serta pengakuan sertifikasi halal
Indonesia di tingkat internasional. Ekonomi syariah memberikan kerangka nilai yang dapat
menjadi diferensiasi (value proposition) produk halal nasional di pasar global, yaitu produk
yang tidak hanya halal, tetapi juga etis, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penguatan ekosistem industri halal nasional berbasis ekonomi
syariah merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Upaya ini tidak dapat
dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan holistik yang mencakup
aspek produksi, pembiayaan, regulasi, sertifikasi, sumber daya manusia, dan pasar. Dengan
mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam seluruh elemen ekosistem
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industri halal, diharapkan Indonesia dapat membangun industri halal yang kuat, berdaya
saing global, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi
nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. lindustri halal dalam perspektif ekonomi
syariah tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai sebuah
ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan holistik, yang menghubungkan dimensi spiritual,
etika, sosial, dan ekonomi secara simultan. Ekosistem industri halal tidak hanya berfokus
pada pemenuhan aspek kehalalan produk secara normatif, tetapi juga menekankan
keberlanjutan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah mulai dari hulu hingga hilir.
Dalam konteks ini, ekonomi syariah berperan sebagai landasan filosofis dan normatif yang
mengarahkan pengembangan industri halal agar tidak semata-mata berorientasi pada
keuntungan ekonomi, melainkan juga pada pencapaian kemaslahatan (maslahah), keadilan
(‘adl), dan keseimbangan (tawazun).

Peran Ekonomi Syariah dalam Penguatan Industri Halal

Ekonomi syariah memiliki peran yang sangat fundamental dalam penguatan industri
halal, baik sebagai kerangka nilai (value system) maupun sebagai sistem operasional yang
mengatur aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Industri halal dan ekonomi syariah
merupakan dua entitas yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Industri halal
merepresentasikan implementasi nyata dari prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam sektor
riil, sementara ekonomi syariah menyediakan landasan filosofis, normatif, dan praktis yang
memastikan bahwa aktivitas industri berjalan sesuai dengan ketentuan syariah serta
berorientasi pada kemaslahatan umat. Secara konseptual, ekonomi syariah tidak hanya
menekankan aspek kehalalan produk, tetapi juga mencakup nilai keadilan, keseimbangan,
transparansi, dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pembeda utama
antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks industri halal,
ekonomi syariah memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi tidak hanya
bebas dari unsur yang diharamkan, tetapi juga terbebas dari praktik yang merugikan,
seperti eksploitasi, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, peran
ekonomi syariah dalam industri halal tidak bersifat simbolik, melainkan substantif dan
sistemik.

Salah satu peran utama ekonomi syariah dalam penguatan industri halal adalah
sebagai penjamin integritas proses halal secara menyeluruh (halal value chain). Ekonomi
syariah menuntut agar kehalalan tidak hanya dilihat dari hasil akhir produk, tetapi juga
dari proses hulu hingga hilir, mulai dari sumber bahan baku, proses produksi,
penyimpanan, distribusi, hingga konsumsi. Pendekatan ini mendorong industri halal untuk
menerapkan standar operasional yang lebih ketat dan bertanggung jawab, sehingga
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Kepercayaan ini menjadi
modal penting dalam meningkatkan daya saing industri halal, baik di pasar domestik
maupun global. Selain itu, ekonomi syariah berperan penting dalam mendukung
pembiayaan dan pengembangan industri halal melalui sistem keuangan syariah. Industri
halal sebagai bagian dari sektor riil membutuhkan dukungan modal yang memadai agar
dapat berkembang secara berkelanjutan. Sistem keuangan syariah menawarkan berbagai
skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik industri halal, seperti pembiayaan
berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa. Skema ini tidak hanya memberikan alternatif
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendorong kemitraan yang
lebih adil antara pelaku usaha dan lembaga keuangan. Dengan demikian, ekonomi syariah
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berkontribusi dalam menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan saling
menguntungkan.

Namun, peran ekonomi syariah dalam pembiayaan industri halal belum sepenuhnya
optimal. Masih banyak pelaku industri halal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM), yang belum memanfaatkan pembiayaan syariah secara maksimal. Hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan
produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, serta persepsi bahwa
pembiayaan syariah lebih rumit dibandingkan pembiayaan konvensional. Oleh karena itu,
penguatan peran ekonomi syariah dalam industri halal memerlukan upaya peningkatan
literasi dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan. Di samping aspek pembiayaan,
ekonomi syariah juga berperan dalam membentuk tata kelola industri halal yang beretika
dan berkelanjutan. Prinsip maqgashid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan kerangka etis yang kuat dalam
pengelolaan industri. Penerapan prinsip ini mendorong industri halal untuk tidak hanya
mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan
dari aktivitas industrinya. Dengan demikian, ekonomi syariah berkontribusi dalam
mendorong industri halal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Peran ekonomi syariah dalam penguatan industri halal juga terlihat dalam aspek
regulasi dan kebijakan publik. Ekonomi syariah memberikan dasar normatif bagi
perumusan kebijakan industri halal yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Regulasi yang berbasis nilai syariah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum,
meningkatkan keadilan ekonomi, serta mendorong pemerataan manfaat industri halal.
Dalam hal ini, negara memiliki peran strategis sebagai regulator dan fasilitator yang
memastikan bahwa pengembangan industri halal berjalan sesuai dengan prinsip syariah
dan tujuan pembangunan nasional. Lebih lanjut, ekonomi syariah berperan dalam
memperkuat daya saing industri halal di tingkat global. Di tengah persaingan global yang
semakin ketat, produk halal tidak cukup hanya mengandalkan label halal semata. Produk
halal harus memiliki nilai tambah yang membedakannya dari produk lain. Nilai-nilai
ekonomi syariah, seperti etika bisnis, keadilan, dan keberlanjutan, dapat menjadi
keunggulan kompetitif yang memperkuat posisi industri halal nasional di pasar
internasional. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, industri halal dapat tampil
sebagai alternatif sistem industri yang tidak hanya efisien, tetapi juga beretika dan
bertanggung jawab.

Selain itu, ekonomi syariah juga berperan dalam mendorong kolaborasi dan sinergi
antar pelaku industri halal. Prinsip ukhuwah dan kerja sama (ta’awun) dalam ekonomi
syariah mendorong terciptanya ekosistem industri yang saling mendukung, bukan saling
bersaing secara destruktif. Kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan syariah,
pemerintah, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam membangun ekosistem industri
halal yang kuat dan berkelanjutan. Sinergi ini memungkinkan terjadinya transfer
pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan inovasi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan,
ekonomi syariah memainkan peran strategis dan multidimensional dalam penguatan
industri halal. Peran tersebut mencakup aspek nilai, pembiayaan, tata kelola, regulasi, daya
saing, dan kolaborasi. Dengan mengoptimalkan peran ekonomi syariah secara menyeluruh,
industri halal tidak hanya berpotensi menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional,
tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan
berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi yang kuat antara ekonomi syariah dan industri
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halal merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem industri halal nasional
yang tangguh dan berdaya saing global.

Ekosistem industri halal idealnya dibangun di atas prinsip tauhid yang menegaskan
bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah
di bumi. Prinsip ini menuntut agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan
secara bertanggung jawab, transparan, dan bebas dari praktik riba, gharar, serta maysir.
Dengan demikian, industri halal tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga
sarana ibadah sosial yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan menyeluruh (falah).
Temuan ini memperkuat pandangan bahwa industri halal dan ekonomi syariah memiliki
keterkaitan yang sangat erat dan saling menguatkan dalam membangun sistem ekonomi
yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa Halal Value
Chain (HVC) merupakan komponen strategis dalam penguatan ekosistem industri halal
nasional. Implementasi HVC memastikan bahwa nilai kehalalan tidak berhenti pada tahap
sertifikasi produk akhir, tetapi terjaga secara menyeluruh pada setiap mata rantai, mulai
dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran
dan konsumsi. Dalam perspektif ekonomi syariah, HVC mencerminkan prinsip amanah
dan transparansi, yang menjadi fondasi kepercayaan antara produsen dan konsumen. Oleh
karena itu, penguatan HVC tidak hanya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia
di pasar global, tetapi juga memperkuat integritas moral dan etika dalam praktik bisnis.

Dari sisi kelembagaan, hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan ekosistem
industri halal sangat bergantung pada sinergi antar aktor utama, yaitu pemerintah, lembaga
sertifikasi halal, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan konsumen.
Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator melalui penyusunan kebijakan
strategis, penyediaan infrastruktur, serta pengembangan kawasan industri halal. Lembaga
seperti BPJPH, MUI, dan LPH memiliki peran krusial dalam menjaga standar dan
kredibilitas kehalalan produk, sementara lembaga keuangan syariah berfungsi
menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung
pertumbuhan industri halal, khususnya bagi UMKM.BHasil kajian kebijakan menunjukkan
bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), serta Masterplan Industri Halal Nasional
2023-2029 menjadi faktor penguat utama dalam pembangunan ekosistem halal di
Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen negara dalam melindungi
konsumen Muslim sekaligus mendorong daya saing industri halal nasional. Namun
demikian, hasil kajian juga mengungkap bahwa implementasi kebijakan tersebut masih
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi, efektivitas
koordinasi lintas sektor, serta kesiapan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam memenuhi
standar halal yang ditetapkan.

Dalam konteks penguatan ekosistem industri halal nasional, hasil penelitian
mengidentifikasi beberapa faktor penghambat utama. Rendahnya literasi halal di kalangan
pelaku usaha dan masyarakat menjadi kendala serius dalam optimalisasi industri halal.
Banyak pelaku UMKM yang masih memandang sertifikasi halal sebagai beban
administratif dan biaya tambahan, bukan sebagai investasi strategis untuk meningkatkan
nilai tambah dan daya saing produk. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang
kompeten di bidang halal, baik dari sisi auditor halal, manajemen rantai pasok, maupun
inovasi produk, turut memperlambat pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi.
Tantangan lainnya adalah ketergantungan industri halal nasional terhadap bahan baku
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impor, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetik. Kondisi ini menunjukkan bahwa
integrasi rantai pasok halal dari hulu ke hilir belum sepenuhnya optimal. Dalam perspektif
ekonomi syariah, ketergantungan tersebut berpotensi melemahkan prinsip kemandirian
(istiglaliyah) dan keberlanjutan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penguatan industri hulu
halal melalui hilirisasi sumber daya alam dan pengembangan bahan baku lokal menjadi
agenda strategis yang perlu mendapat perhatian serius. Hasil pembahasan juga
menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan faktor kunci dalam mempercepat dan
memperkuat ekosistem industri halal. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem
sertifikasi halal berbasis elektronik, blockchain untuk traceability produk, serta platform e-
commerce halal, mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan konsumen.
Dalam perspektif ekonomi syariah, digitalisasi ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan,
karena memudahkan akses pelaku usaha dan konsumen terhadap produk halal serta
mengurangi potensi kecurangan dalam rantai pasok.

Srategi penguatan ekosistem industri halal nasional perlu dilakukan secara

komprehensif dan berkelanjutan. Integrasi kebijakan lintas sektor, pengembangan klaster
industri halal, peningkatan literasi dan edukasi halal, serta penguatan pembiayaan syariah
merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara simultan. Selain itu, kolaborasi
antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam
menciptakan ekosistem halal yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika global.
Dalam perspektif ekonomi syariah, penguatan ekosistem industri halal pada hakikatnya
merupakan upaya untuk merealisasikan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pengembangan industri halal tidak hanya
bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membangun sistem
ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Apabila
strategi penguatan ekosistem halal ini dijalankan secara konsisten dan terintegrasi,
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya
saing global dan berintegritas sesuai nilai-nilai ekonomi syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa industri halal dalam perspektif ekonomi
syariah merupakan suatu ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan holistik, yang tidak
hanya berorientasi pada pemenuhan aspek kehalalan produk, tetapi juga pada penerapan
nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagaimana tujuan
utama ekonomi syariah. Pengembangan industri halal tidak dapat dilepaskan dari prinsip
tauhid, amanah, dan maqashid syariah, yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai
sarana untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh (falah), baik secara material maupun
spiritual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan ekosistem industri halal nasional
sangat ditentukan oleh keberhasilan integrasi Halal Value Chain (HVC) dari hulu hingga
hilir, yang mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga konsumsi.
Implementasi HVC yang konsisten mampu menjaga integritas kehalalan produk,
meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Dalam konteks ini,
penguatan ekosistem halal bukan sekadar persoalan sertifikasi, melainkan mencakup tata
kelola rantai pasok, inovasi teknologi, serta penguatan kapasitas pelaku usaha. Dari sisi
kelembagaan dan kebijakan, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 tentang Jaminan Produk Halal, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, dan
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Masterplan Industri Halal Nasional 2023-2029 telah menjadi fondasi penting dalam
mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Namun demikian, implementasi
kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi halal,
keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, kurang optimalnya koordinasi lintas
sektor, serta ketergantungan terhadap bahan baku impor. Tantangan-tantangan ini
menunjukkan bahwa potensi besar Indonesia sebagai pusat industri halal dunia belum
sepenuhnya terkonversi menjadi keunggulan kompetitif global.

Selain itu, hasil pembahasan menegaskan bahwa digitalisasi memiliki peran strategis
dalam memperkuat ekosistem industri halal, baik melalui percepatan sertifikasi halal,
peningkatan transparansi rantai pasok, maupun perluasan akses pasar produk halal.
Pemanfaatan teknologi digital yang selaras dengan prinsip ekonomi syariah mampu
meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta memperluas partisipasi UMKM dalam
industri halal nasional. Dengan demikian, penguatan ekosistem industri halal di Indonesia
menuntut strategi yang komprehensif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan
nasional, peningkatan literasi dan edukasi halal, pengembangan klaster industri halal,
penguatan pembiayaan syariah, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga
sertifikasi, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah,
upaya ini merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah yang bertujuan
mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan ekonomi, dan kemaslahatan umat. Apabila
strategi tersebut dijalankan secara konsisten dan terintegrasi, Indonesia memiliki peluang
besar untuk menjadi pusat industri halal dunia yang berdaya saing global, berintegritas,
dan berlandaskan nilai-nilai syariah.
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